
      

 

 

 
 

 
 
 

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ 
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2025 

TENTANG 

JABATAN DAN KELAS JABATAN STAF AHLI DAN STAF KHUSUS DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja 
di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 
perlu mengatur jabatan dan kelas jabatan staf ahli dan staf 
khusus di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia; 

b. bahwa kelas jabatan staf ahli dan staf khusus di lingkungan 
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan 
tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Jabatan dan 
Kelas Jabatan Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan 

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6994); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
361); 

4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);  

5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2025 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53); 

6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

975); 
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan 
Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 574) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri  Pelindungan  Pekerja 
Migran Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja Migran 

Indonesia Nomor 15  Tahun 2025 tentang Pemberian 
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan 
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia/Badan  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 

714); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN STAF 
AHLI DAN STAF KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN 
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi 
pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis 
pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan 

dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi 
pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 
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2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada 
instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi 

birokrasi. 
3. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang 

menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan 
pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 
4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan 
di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan 

pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang 
merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan.  
6. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas 

pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran 

Indonesia. 
 

Pasal 2 

Staf ahli dan staf khusus memiliki nama jabatan dan Kelas 
Jabatan. 

 
Pasal 3 

Daftar nama jabatan dan Kelas Jabatan staf ahli dan staf 

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri/Badan ini. 
 

Pasal 4 

(1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja staf ahli dan 
staf khusus. 

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Kinerja untuk staf ahli dan staf khusus di 
lingkungan KP2MI/BP2MI diberikan terhitung mulai 

tanggal 1 Januari 2025. 
(2) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) juga berdasarkan tanggal pelantikan atau 

pengukuhan. 
 

Pasal 6 

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Desember 2025 

 
MENTERI PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

                      
Œ 

 
 

MUKHTARUDIN 
 

 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal                  Д 

 
DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,  
 

Ѽ 
 

 
DHAHANA PUTRA 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR       Ж 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN 
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2025 

TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN 
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN 
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 

DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

${no_surat} 

No Nama Jabatan 
Kelas 

Jabatan 

1. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital 16 

2. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga 16 

3. Staf Khusus Bidang Kebijakan dan Regulasi PMI 16 

4. Staf Khusus Bidang Koordinasi dan Penguatan Kerja Sama 
Internasional 

16 

5. Staf Khusus Bidang Mitigasi Resiko dan Optimalisasi 
Pelindungan, Penempatan, dan Kesejahteraan PMI 

16 

6. Staf Khusus Bidang Transformasi Digital dan Penguatan 
Pelayanan Publik 

16 

7. Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional dan 

Komunikasi Publik. 

16 

 
 

 
MENTERI PELINDUNGAN  

PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ 
KEPALA BADAN PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
                      

   ttd. 
 

 MUKHTARUDIN 
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